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2. Penegakan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bogor. Jika
Pemerintah Kota Bogor melakukan penegakan sanksi kepada wajib retribusi yang
melanggar, tindakan ini akan mengakibatkan wajib retribusi yang lain tidak
mencoba untuk melanggar karena takut sanksi. Dengan demikian penerimaan
retribusi di Terminal Baranangsiang akan meningkat karena tidak terjadinya

tindakan pelanggaran tidak membayar retribusi (evasion).
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